






A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab 
Hukum 
1. Teori Perlindungan hukum  
Telah dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo 
dan Phillipus M Hanjon terkait teori perlindungan hukum. Menurut 
Salmond yang dikutip oleh Fitzgerald teori perlindungan hukum memiliki 
tujuan mengitegritaskan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam 
masyarakat. Dengan kata lain kepentingan hukum adalah mengurusi hak 
dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 
untuk menentukan apa saja kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi.1 
Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu 
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan 
hukum bersifat preventif yang artinya bersifat mencegah sedangkan 
perlindungan bersifat represif artinya menekan.2 
Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh 
 
1 Satjipto Raharjo, 2000, “Ilmu Hukum” , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53 




orang lain dan memberikan perlindungan itu kepada masyarakat agar dapat 
menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.3 
2. Teori Pertanggung Jawaban 
Dalam hukum perdata terdapat bentuk tanggung jawab seperti bentuk 
tanggung jawab produk, tanggung jawab Profesional dan tanggung jawab 
kontraktual. 
a. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab ganti rugi 
berupa produk tanpa keharusan adanya kesalahan. 
b. Tanggung jawab kontraktual adalah suatu bentuk tanggung jawab 
yang dibebankan atas dasar kontrak atau perjanjian 
c. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum yang 
melekat hubungannya dengan jasa professional yang diberikan 
kepada klien. 
Adapun menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 
perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa 
teori, yaitu : 4 
a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), yang 
dimaksud adalah ketika tergugat harus sudah melakukan perbuatan 
dimana perbuatan tersebut merugikan penggugat atau dapat 
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diartikan bahwa apa yang telah dilakukan tergugat menimbulkan 
kerugian bagi penggugat.  
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), yaitu 
tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang dapat 
dikatakan melanggar hukum atas kelalaiannya. Tanggung jawab ini 
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault). 
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 
mempersoalkan kesalahan (stirck liability),“didasarkan pada 
perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 
meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas 
kerugian yang timbul akibat perbuatannya.” 
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
c. Undang-undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elekronik; 
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 





1. Asas-asas perlindungan Konsumen 
Dalam perlindungan konsumen terdapat beberapa asas yang relevan, 
yakni: 
a. Asas Manfaat  
Upaya perlindungan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi kepentingan masyarakat baik pelaku usaha maupun 
konsumen. 
b. Asas Keadilan 
Konsumen dan pelaku usaha diberikan kesempatan agar dapat 
memperoleh hak dan kewajibannya secara adil. 
c. Asas Keseimbangan  
Konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diberikan keseimbangan 
arti materiil maupun spiritual. 
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Konsumen diberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau 
jasa baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan. 
e. Asas Kepastian Hukum  
Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.5 
 
 




2. Prinsip Perlindungan Konsumen 
Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan 
pelaku usaha, antara lain :  
a. Let the buyer beware (caveat emptor) 
Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor asas ini berasumsi 
bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang 
dianggap seimbang, sehingga konsumen dianggap tidak 
memerlukan perlindungan. Prinsip ini pun mengandung kelemahan 
terhadap konsumen dalam menentukan produk yang 
dikonsumsinya. Dengan demikian apabila konsumen merasa 
dirugikan atas perbuatan pelaku usaha, pelaku usaha dapat berdalih 
bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri. 
b. The due care theory  
Berbeda dengan doktrin sebelumnya, “doktrin ini berasumsi bahwa 
pelaku usaha wajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk 
baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan 
produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan.”Pada prinsip ini 
berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang 
membuktikan. Hal ini sesuai dengan pasal 1865 BW yang pada 
intinya menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan 
mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikan 





c. The privity of contract  
Doktrin yang menyatakan apabila antara pelaku usaha dan 
konsumen terjalin suatu hubungan kontraktual, maka pelaku usaha 
mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, dimana 
pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang 
dperjanjikan. Dengan demikian Hal ini sesuai dengan ketentuan 
dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang berlakunya 
perjanjian mengikat kepada pihak yang membuatnya.6 
3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen 
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui pengadilan (Litigasi) 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999, 
mengenai penyelesaian sengketa konsumen pada pasal 48, maka 
penyelesaian sengketa kosumen dapat dilakukan melalui pengadilan 
(litigasi), dimana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada 
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 
memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 UUPK. Maka 
setiap konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada 
pelaku usaha 7 
Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, tindakan merugikan konsumen dan atau mengganggu 
kehidupan perekonomian nasional sebagai tindak pidana 
dikelompokkan ke dalam tiga kelompok , yaitu : 
 
6 Shidarta, 2006, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta: PT Grasindo, hlm 61 




1. Tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Tindakan 
pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 
ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c dan e, dan pasal 18 
UUPK) 
2.  Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 
(Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 11 pasal 
12 pasal 13 (1) , pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf d dan 
f UUPK) 
3.  Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan Luka berat rumah 
sakit berat cacat tetap atau kematian diberlakukan lah ketentuan 
pidana yang berlaku, yaitu KUHP pidana dan perundang-undangan 
lainnya.8 
b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Non Litigasi9 
UUPK memberikan fasilitas bagi konsumen yang merasa dirugikan 
baik dengan pelaku usaha maupun pelaku usaha periklanan, konsumen 
dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar peradilan, 
yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai baik 
 
8 Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm 145  




oleh para pihak itu sendiri maupun penyelesaian sengketa konsumen 
melalui BPSK, namun penyelesaian sengketa tersebut tetap dapat 
diselesaikan melalui pengadilan apabila kedua belah pihak gagal 
menyelesaikan sengketa mereka yang telah dilakukan di luar 
pengadilan. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Periklanan 
1. Teori Periklanan 
Iklan adalah suatu bentuk pemasaran yang bersifat informatif guna 
menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa kepada khalayak 
umum melalui media. Sedangkan periklanan adalah suatu proses beriklan 
mulai dari persiapan, penataan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan penyampaian iklan.10 
2. Fungsi Periklanan 
1. Informing  
Informing (memberi informasi)  
Periklanan bersifat informatif yang artinya memberikan informasi 
mengenai suatu merek guna menyadarkan konsumen akan brand 
atau merek tersebut. 
2. Persuading  
Bersifat persuasif (membujuk) yang bertujuan untuk membujuk 
konsumen agar mencoba produk yang diiklankan tersebut. 
 
10 Lukita ningsih, 2013, Iklan yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran, dalam 





Bertujuan agar konsumen selalu mengingat merek tersebut sehingga 
meningkatkan minat konsumen terhadap merek tersebut11 
3. Pengaturan iklan dan Peiklanan di Indonesia 
Kegiatan pemasaran dan termasuk di dalamnya periklanan itu 
berdimensi hukum maka patut dipersoalkan keterkaitannya dengan 
hukum yang berlaku di Indonesia. Maka, patut dipertanyakan, 
bagaimanakah ketertarikan antara kegiatan pemasaran dan periklanan 
dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan hukum 
perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara dalam 
hubungannya dengan perlindungan konsumen?12 
Iklan atau promosi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan 
oleh produsen/perusahaan untuk memberikan informasi terkait kebaikan 
atau keunggulan produknya (dibandingkan produk yang sama lainnya 
dengan kualitas yang berbeda) guna membujuk konsumen untuk 
membeli produk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain pemasangan 
iklan pada billboard, media elektonik, brosur, dll.  
Iklan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Periklanan Indonesia atau Etika 
Pariwara Indonesia (EPI), Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang 
Penyiaran selain itu peraturan peraturan lain mengenai iklan terdapat pula 
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pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika. 
Pengertian mengenai iklan pun beragam, dalam Etika Pariwara 
Indonesia iklan adalah pemasaran tentang suatu produk yang 
disampaikan melalui media baik berupa pesan komunikasi, audio, 
maupun visual audio yang ditujukan kepada khalayak umum13 
Sedangkan dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/PER/XII/76 Tentang Produksi 
dan Peredaran Makanan menyebutkan iklan adalah usaha dengan cara 
apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung.14 
Dalam UUPK iklan menggunakan istilah promosi yang artinya 
terdapat pada pasal 1 ketentuan umum yaitu “kegiatan penyebarluasan 
informasi atas suatu barang dan/atau jasa untuk menarik mina konsumen 
terhadap barang dan/atau jasa yang  duperdagangkan.” Selain daripada 
ini terkait iklan juga diatur dalam Undang-undang ITE Bab VII 
Perbuatan yang Dilarang, Pasal 28 Ayat (1) yaitu “Setiap Orang dengan 
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”  
Dimana dalam pasal ini tindak pidana dirumuskan secara materil yang 
artinya tidak pidana terkait informasi menyesatkan yang menimbulkan 
kerugian konsumen dapat dikatakan tindak pidana apabila telah timbul 
 





akibat dari kerugian konsumen. Segi hukum perlindungan konsumen 
dalam kegiatan pemasaran memiliki variable penting antara lain, produk, 
harga, distribusi atau tempat, dan promosi. 
Produk, Aspek hukum dari sebuah produk adalah produk yang 
diedarkan harus aman, tidak mengganggu/merugikan kesehatan 
konsumennya. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan adalah 
salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-
undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak ini 
mengandung arti bahwa konsumen berhak atas produk yang nyaman dan 
aman bagi kesehatannya bahwa produk itu tidak akan 
mencederai/mencelakakannya. Atas hak ini produsen harus memberi 
jaminan serta pertanggungjawabannya.15 
Harga, pentingnya kebijakan menentukan harga oleh produsen sangat 
berpengaruh bagi perlindungan hukum terhadap konsumen. Seperti yang 
kita ketahui bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti 
rugi. Konsumen berhak untuk tidak dirugikan, berhak mendapatkan 
produk dengan harga yang wajar. Hak ini mestinya mendapat perhatian 
yang sungguh-sungguh dari produsen, sebab bagaimanapun juga 
eksistenti konsumen sangat penting bagi produsen-pelaku usaha. 
 Distribusi, aspek hukum terkait distribusi meliputi perjanjian dan 
akses konsumen untuk memperoleh sebuah produk. Pengangkatan 
perusahaan lain sebagai distributor ditempuh melalui perjanjian yang 
 




dapat disebut dengan perjanjian distribusi, atau perjanjian keagenan 
untuk agen, dan sebagainya. Isi perjanjiannya itu pada pokoknya adalah 
produsen pabrik mengangkat perusahaan lain sebagai distributor, agen, 
atau penyalur produknya, dan untuk perusahaan-perusahaan itu diberi 
hak dan kewajiban. Dengan demikian semua konsumen mempunyai 
akses dan kesempatan yang sama ke pasar (untuk memperoleh produk).16 
Dalam hal ini terkait perjanjian distribusi dapat sama halnya seperti 
Online-Shop yang bekerja sama dengan para Reseller guna 
mempromosikan atau menyebarkan produknya, biasanya reseller ini ada 
sesuai dengan regional daerah untuk mempermudah konsumen dalam 
mendapatkan produk hingga ke tempat yang jauh sekalipun dengan 
produsen atau tempat produksi.  
Promosi, Promosi berarti juga memberi informasi harus dilakukan 
secara jujur  dan dengan iktikad baik, pasal 7 huruf B UUPK menetapkan 
pelaku usaha wajib : “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya.” 17 
4. Pelaku Usaha Periklanan 
Az Nasution berpendapat bahwa pelaku usaha periklanan terdiri dari 
biro iklan, pengiklan dan media. Sedangkan menurut UUPK justru tidak 
disebuykan secara jelas siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelaku 
usaha periklana. Hanya saja disebutkan pada pasal 20 yang pada intinya 
 
16 Ibid hal 224 




menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas 
iklan yang ia produksi dan segala akibat yang timbul dari iklan tersebut. 
Meskipun hingga saat ini“belum ada definisi pasti yang menyebutkan 
tentang pelaku usaha periklanan, namun tetap dapat ditelaah lebih dalam 
mengenai proses suatu iklan, pihak yang terlibat, dan dapat dilihat dari 
hubungan hukum antara pengiklan dan pelaku usaha periklanan.”Hal ini 
bertujuan agar konsumen dapat menentukan pihak mana yang mendapat 
beban tanggung jawab saat timbul kerugian yang diderita konsumen 
akibat iklan yang tidak benar. 
5. Iklan Melalui Media Sosial 
Jika awalnya media sosial ini menjadi forum untuk saling 
berkomunikasi, bertukar kabar dan berinteraksi kini fungsi tersebut mulai 
merambat untuk dijadikan media promosi atau iklan. Bahkan beberapa 
media sosial sudah menyediakan fitur advertising atau pemasaran, 
contohnya seperti Facebook Ads dan Instagram Ads. Model promosinya 
pun beragam mengikuti tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. 
Pelaku usaha dalam mengiklankan produknya melalui sosial media 
tak jarang yang menggunakan jasa influencer atau yang dikenal sebagai 
seorang pengguna sosial media yang memiliki jumlah followers 
(pengikut) yang banyak dan dianggap sebagai seseorang yang memiliki 
pengaruh atau memiliki daya tarik tersendiri melalui konten yang 
diunggahnya. Influencer dalam menggunakan sosial media yang dikenal 




membuka kesempatan bagi dirinya untuk menjadi seorang paid 
promotor, endorser, dan bintang iklan.”  
Bentuk promosi yang dilakukan influencer adalah dengan 
mengunggah konten berupa foto atau video tentang suatu produk baik 
barang maupun jasa dari pelaku usaha dengan menambahkan ajakan atau 
bujukan untuk menggunakan produk tersebut. 
D. Iklan yang Menyesatkan 
1. Bentuk-bentuk Informasi yang Menyesatkan18 
Jenis iklan yang menjadi objek kajian adalah iklan penjualan 
barang/jasa, dimana tujuan akhir dari jenis iklan penjualan ini adalah 
mendorong konsumen agar tertarik melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa yang diiklankan. Harusnya media pemasaran yang digunakan 
pelaku usaha dalam beriklan dapat memberikan informasi yang tepat, 
benar, jujur, dengan tidak menggunakan berbagai cara yang berikibat 
menyesatkan konsumen. Tetapi sering kali karena faktor persaingan usaha 
dan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan hak konsumen membuat 
pelaku usaha melakukan praktik bisnis yang tidak jujur (unfair trade 
practice). 
Sri Handayani menjelaskan bahwa iklan menyesatkan meliputi:19 
 
18 Harianto Dedi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan, 
Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 106 
 




a. Iklan yang mengelabui konsumen tentang barang dari kualitas, 
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga, serta tariff, ketepatan wakti 
dan jaminan, garansi dari jasa; 
b. Iklan yang memuat informasi secara keliru, salah, dan tidak tepat 
tentang barang atau jasa; 
c. Iklan yang tidak memuat informasi tentang resiko pemakaian 
barang; 
d. Iklan yang mengeksploitasi tanpa izin tentang suatu kejadian atau 
kegiatan seseorang; 
e. Iklan yang melanggar etika periklanan; 
f. Iklan yang melanggar peraturan tentang periklanan; 
g. Iklan yang melanggar etika dan peraturan (tehnis) periklanan. 
 
Dalam praktik bisnis, biasanya timbul pernyataan yang tidak sesuai 
dengan kondisi produk sebenarnya, yang menyesatkan (mislead steatment) 
atau iklan yang mengandung unsur bohong terhadap konsumen dengan 
cara mengungkapkan hal-hal yang tidak benar (false statement), dan 
menggunakan opini subyektif yang dilebih-lebihkan tanpa didukung fakta 
(puffery).  
2. Latar Belakang Timbulnya Iklan yang Menyesatkan20 
Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi perilaku pelaku usaha yang 
tidak jujur dan menyesatkan konsumen, yaitu sebagai berikut : 
 




a. Ketiadaan Undang-undang periklanan 
Menurut Sudaryatmo, hambatan untuk mewujudkan undang-
undang periklanan salah satunya disebabkan penolakan dari 
perusahaan periklanan yang khawatir dengan adanya undang-
undangan periklanan dan merasa akan menghambat daya kreatifitas 
dalam membuat iklan,  
AZ Nasution juga beranggapan demikian, namun beliau 
menilai kekhawatiran perusahaan periklanan tersebut tidak 
beralasan, karena walau bagaimanapun perusahaan periklanan tetap 
akan diberikan ruang (untuk berkreasi menyampaikan informasi 
produk kepada konsumen) oleh undang-undang periklanan, namun 
setidaknya kebebasan berkreasi tersebut adalah kebebasan 
berkreasi yang memiliki tanggung jawab. 
b. Budaya Hukum Konsumen Periklanan yang Tidak Mendukung 
Minimnya pengaduan konsumen berkaitan dengan penyesatan 
informasi melalui iklan dapat disebabkan belum terdapatnya sikap 
kritis konsumen dalam mencermati berbagai bentuk pelanggaran 
iklan. Masyarakat sudah terbiasa diam dan menerima saja segala 
bentuk perlakuan, meskipun dapat dikatakan hal tersebut 
merugikan. 
Sikap pasrah yang ditunjukkan masyarakat juga sedikit banyak 
karena faktor masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata 




masyarakat yang jeli atau teliti mencermati berbagai pesan-pesan 
iklan yang disampaikan pelaku usaha.  
c. Persaingan yang Tidak Sehat (Unfair Competition) dalam Beriklan 
Persaingan tidak sehat melalui media iklan juga berpeluang 
untuk membohongi dan menyesatkan konsumen. Sebagai contoh 
dalam menonjolkan kelebihan suatu produk yang berlebihan, maka 
dampak negatif yang mungkin akan timbul antara lain dengan 
memasukkan informasi yang tidak benar, dan menyesatkan 
konsumen, serta tidak memuat resiko penggunaan produk tersebut. 
d. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas Terhadap Pelanggar 
Walaupun kode etik periklanan telah ditempatkan sebagaimana 
layaknya norma hukum dalam UUPK, tetapi kode etik tidak 
mepunyai kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-
undangan, sehingga setiap pelanggaran atas ketentuan ini tentunya 
tidak akan serta merta bisa diterapkan dengan pemberian  hukuman 
atau sanksi yang tegas. 
Di samping itu, telah terbentuk suatu badan untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan EPI yaitu Badan Pengawas 
Periklanan PPPI, dan Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan 
Indonesia, komposisinya terdiri dari pelaku usaha periklanan 
sendiri, sehingga diharapkan badan pengawas ini akan memberikan 





e. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi yang Terkait serta tidak 
Berjalannya Fungsi Pengawasan  
Berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan pemerintah 
dalam hal pengawasan iklan, tampaknya fungsi pengawasan 
tersebut belum dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dikatakan 
dengan melihat masih banyaknya pelanggaran iklan di Indonesia, 
dan berulangnya bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. 
Dualisme tugas pembinaan di bidang periklanan juga terjadi 
antara Depkominfo mengenai materi iklan dengan Departemen 
perdagangan di bidang usaha periklanan yang telah menimbulkan 
kesulitan masing-masing pihak dalam melaksankan penertiban 
iklan. Hal tersebut menyebabkan instrument hukum administrative 
sebagai upaya preventif maupun upaya represif tidak dapat berjalan 
dengan baik. 
 
 
